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TENTANG
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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAI{ (BPBD)

KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN NITTNTIT TT'HAN YANG MAHA ESA

Menimbang 3

PEMBENTUKAN ORGAMSASI DAN TATA KENA BADAN PENA}IC,GUUNGAN BEI'ICANA

DAERAH (BPBD)

UTARA

BUPATI KONAWE UTARA

a. bahwa sebagi tindak lanjut pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana dan dengan berpedoman

pada Peraturan PemerintahNomor4l Tilhun 2007

tentang Organisasi Ferangkat Daeraho maka

Pernerintah Kabupaten membentuk lembaga lain

sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten

untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan

dan tugas pemerintahan umum lainnya;



,b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan
sebagaimana maksud huruf a tersebut di atas,

maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangnn Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Konawe Utara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubatr dua kali
terakhir dengm Undang-Undang Nomor 12 Tiahun

2008 tentang tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4844);
Undang - Undang Nornor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4689);
Undang - UndangNomor24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tiunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerirttah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/I(ob (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(I*mbaran Negara Republik Indonesib Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 474I);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe UtaraNomor
I Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah
Kabupaten Konawe;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor
4 Tirhun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
KonaweUtara;

Mengingat t.

PEMBEMTJKAN ORGANISASI DAN TAIA KENA BADAN F&,IANGGUUNGAN BENCANA

DAEMH (BPBD)

2.

3.

Dengan Persetujuan Bersaml

DEWAN PERWAKII,AIY RAKYAT DAERAII
KABT]PATEN KONAWE TITARA

Dan
BT]PATI KONAWE UTARA

PEMBENTUKAN ORGAMSASI DAN TATA KENA MDAN FN,IANC]GUUNGAN BENCANA

DAERAH (BPBD)



Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENAI\IGGULANGAN BENCANA
DAERAII (BPBD)

BAB I
KETENTUAI{ I]MTJM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;

4. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten KonaweUtara.

5. Badan Penanggulangan'Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara

yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten

yang dibentuk dalam rangka rnelaksanakan tugas dan fungsi
penanggulangan bencana;

6. Kepala Pelaksana,adalah Kepala

Konawe Utara;

7. Bencana adalah peristiwa atau

Pelaksana BPBD Kabupaten

mengancam dan yang mengganggu

masyarakat yang disebabkan baik

PEMBENruKAN ORGANISASI DAN T,/{A KENA BADAN PENANGGUUNGAN BENCANA

DAERAH (BPBD)

rangkaian peristiwa yang

kehidupan dan penghidupan

oleh faktor alam dan/atau

faktor non alam maupun faktor manusia merusakan lingkungan,
kerugian hargabenda dan dampak psikologi.

BAB tr
PEMBENTUKAN, KEDIJDUKAN, TUGAS DAI\[ FI]NGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat BPBD;

Bagian Kedua
Kedudukan

Pesal 3
(1). BPBD berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati;
(2). BPBD Kabupaten Konawe Utara dipimpin oleh Kepala Badan secara

ex-offtcio oleh Sekretaris Daerah;

Pesat 4

BPBD merupakan unsur pendudukmg tugas Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;

Pasal 5
BPBD mempunyai tugas :

a. Menetapkanpedomandanpengaratrantertradap usahapenan

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan

darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merafa;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

PEMBENTUKAN ORGAMSASI DAI,I AA KENA BADAN PEIAI.IGGUUNGAN BET'ICANA

DEMH (BPBD)



c. Men5rusuqmenetapkandanmengkonfirmasikanpetarawan bencana,

d. Men5rusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. Melaporkan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi nomtal dan setiap

saat dalam kondisi darurat bencana;

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. Mempertanggungiawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

Pasal6
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal5, BPBD mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan tehnis bidang penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat,

efektifitas dan efisien;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

dibidang penanggulangan bencana;

c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tuqas di bidang pencegahan

dan kesiapsiagaapenanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi,

logistik dan peralatan;

d. Pengkoordinasiaan, komando dan pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana serta terencana" terpadu dan menyeluruh;

e. Pemantauaq evaluasi dan pelaporan bidang peuanggulangan bencana;

f. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan,

rumah tangga dan keatausahaan lingkup BPBD;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya;

PEMBENTUKAN OrcANI&'d/ DAN TATA KERTA BADAN P&,IANC]CUUNGAN BENCANA

DAER4H (BPBD)

BAB YI
ORGAI\TISASI

P,esal46
Bagian Kqotu.

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

a. Kepala;

b. UnsurPengarah;

c- UnsurPelaksana;

Baglan Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 8

tl) Pengaturan Unsur Pengarah BPBD sesuai 'dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

@ Unsur Pengarah sebagairnana dimalaud pada ayat (l) terdiri dari :

a. Pejabat Pemerintatr terkait;

b. Anggob maryarakat profesional.;

(3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b

dipilih melalui uji lcepatutanpng dilaksanakan oleh Deum Pennrakilm nakyA

Daerah Kabupaten;

Baglan Kettga

Unsur Pelaksana

Pasal 9

(l) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungiawab kepada

KepalaBPBD;

@ Unsur Pelaksana BPtsD dipimpin Kepala Pelaksana :yang
membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dap

PEMBENruKAN ORGAMSASI DAN TATA KENA BADAN,Pfr{ANrcAUNGIN BNCANA
DAEMN @PBD)



fungsi Unsur Felaksana
sehari-hari;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal l0

Unsur Pelaksana BPBD iKabupaten/I(ota :sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 di atas, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana
secara terintegrasi meliputi :

a. Prabencana;
b. Saat tanggapdarurat dan;
c. Pascabencana;

Pasal 1l
Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian;
b. Pengkomandoandan;
c. Pelaksana;

Pasal 12

Funpi koordinasi sebagaimana dimaksud dalamPasal I I hurufa merupakan
fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnyadi daerah, instansi vertikal
yang ada di daerah,.lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan
pada tahap pra bencana dan pasca bencana;

Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I huruf b merupakan
fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan
sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah lainny4 instansi vertikal yang ada di daerahrserta langkah-langkah
lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TAA KERIA BADAN PN'IANGCUANGAN BENCANA

DAEMH (BPBD)

P.esal 14
Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal r l huruf c merupakan firngsi
pelalsana unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan
s€cara terkoordinasi dan teritegarasi dengan satuan Kerja perangkat Daerah lainnya
di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan
bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15

(l) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
Kepala Pelaksana;

Sekretariat Unsur Pelaksana;

Bidang Pencegahan dan Kesiapsi agarln;

Bidang Penanganan Darurat dan Logistik;
Bidang Rehabilitasi dan Rekonsruksi;

Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas ( Satgas );
g. Kelompok Jabatan Frngsional;

@ Bagan Struknn Organisasi Unsur Pelaksana BPBD tercantum dalam Iampiran
Peraturan Bupati ini;

(3) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BpBD akan ditetapkan dengan peraturan

Bupati Konawe Utara;

Bagian Keempat

Kepala Pelaksana

Pasal 16

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam hdl
pengkoordinasian satuan kerja Perangkat Daeratg Lernbaga vertika! Lembaga
usaha pengkomandoan yang meliputi pengarahan surnber daya manusia peralatan,

logistik dan pelaksanaan kegiatan : s€cara terkoordinasi dan memperhatikan
kebijakan penyelenggaraan bencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

P EMBENTIJKAN ORCAN/SASI DAN TATA KENA BADAN'PETIANGGUIJ4NGAN BENCANA
DAEMH (BPBD)

a.

b.

c,

d.

e.

f.



(l)

Q)

(3)

(t)

(2)

Bagian Kelima
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 17

Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan program,
pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, pengelolaan

keuangarq kepegawaiarq pengurusan rumah tangga dan pengelolaan

admin istrasi surat menyurat;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 17,

Sekretariat nnempunyai fungsi :

a. Pen5rusunan program dan peraturan perundang-undangan;

b. Pengelolaanadministrasikeuangan;
c. Pengelolaan administrasikepegawaian;

d. Pengelolaan kesekretariatan" rumah tarrgg4- perlengkapan, dan surat

menyuraq

e. Inventarisasi kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana
penanganan bencana;

Pasal 19

(l) Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri atas :

a. Sub Bagran Program dan Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaiary
c. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERTA BADAN PENA,VGGUUNGAN BENCANA

DAERAH (BPBD)

Pasat 20
Sdb Bagian Program dan Perundang-undangan mempunyai tugas
melakukan penyusuun program dan pengumpulan batran perafuran
perundang+undangan;

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas
pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan
administrasi urusan keuangaa baik rutin maupun dana dekonsentrasi
Sub Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
pengelolaan administrasi umum, unrsan surat menyura! kearsiparg
pengelolaan perlengkapan, dan rumah tangga serta keprotokoleran di
lingkungan Unsur Pelaksana BPBD;

Bagian Keenam
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Passt 21
(l) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mernpunyai tugas menyiapkan

bahan standarisasi penanganan bencanq peta rawan bencana dan
informasi dini tentang gejala bencana;

(2) Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidangyaag berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala
PelaksanaBPBD;

Passl22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal2l, Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan fungsi :

a. Pelaksanaan pernbinaan terhadap langkah pencegahan dan
kesiapsiagaan menghadapi bencana;

b. Pemantauan dan penetapan dan mengkonfirmasikan peta rawan
bencana;

PEMBENTUKAN ORGAMSASI DAN TAN KERIA BADAN,PEI,IANGGUUNGAN BENCANA
DAERAII (BPBD)
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c. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan dan
penanggulangan bencana;

d- Pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

Pasal 23
(l) Birlang Pencegahan dan Kesiap Siagaan terdiri atas :

a. Sub BidangPencegahan;
b. Sub Bidang Kesiapsiagaan;

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada

di bawah dan bertanggungiawab kepada Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan;

Pasal 24
(1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas memberikan pembinaan

dan penyuluhan serta langkah-langkah tentang pencegatran lingkungan

yang dapat menyebabkan terjadinya bencana;

(2) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyaitugas memberikan informasi

kepada masyarakat mengenai tata catu dan persiapan dini unfirk
menghadapi bencana;

Bagian Ketuiuh
Bidang Penanganan l)arurat dan Logistik

Pasal 25
(l ) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai tugas menyusun

dan menetapkan prosedur penanganan darurat penyelamatart evakuasi,

penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistik
korban bencana;

(2) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada

Kepala Pelaksana Badan BPBD;

PEMBEMAKAN ORGANISASI DAN TATA KENA BADAN PENANGGUI/NGAN BENCANA

DAEMH (BPBD)
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Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang
Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan peneapan prosedur penanganan bencana;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulanan bencana s@ara

terencana" terpadu dan menyeluruh;
c. Penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
d. Pemberian bimbingan dan pelayanan pengungsi terhadap korban

bencana;

e. Pemberian bantuan sarana prasarana dan logistik terhadap korban
bencana;

f, Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten;

Pasat 27
(1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik terdiri atas :

a. Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan
Pengungsi;

b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan lngistik;
@ Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang benada

di bawah dan bertanggundawab kepada Bidang Penanganan Danrat
danLogistik;

Pasal 28
(l) Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi

mempunyai tugas menginventarisir korban bencana untuk
merryelamatkan dan mengevakuasi serta penanganan pengungsi secara

tepat dan cepat efektifdan efisien;

@ Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik
mempunyai tugas memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan

PEMBENTAKAN OROANISASI DAN UTA KERIA BADAN PENANGCULANGAN BF},IANA
DAERAH (DPBD)
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prasarana serta logistik korban bencana dengan tepat dan cepat efektif
dan efisien serta terkoordinasi;

Bagiaa Kedelapan

Bidang Rehabilitasi dan Relonstruksi
Pasal 29

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan

rehabilitasi dan rekonskuksi sarana dan prasarana kebutuhan korban
bencana dan masyarakat pada umumnya;

(2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala
Pelaksana Badan BPBD;

Pasal 30
Dalam ,melaksanakan tugas sebagairnana di,rnaksud dalam Pasal29,
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.mempunyai fungsi :

a. Penyelenggataan bimbingan dan penyuluhan rehabilitasi dan
rekonskuksi korban bencana;

b. Pemberian bantuan rehabilitasi secaraadildan setaraterhadap korban
bencana;

c. Penyelenggaraanreksnstruksi terhadap daeratryangterkenabencana;
d. Pelaksanaan tugas lainyangdiberikan oleh Kepala PelaksanaBPBD.

Pasat 31
(l) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :

a Sub Bidang Rehdbilitasi;
b. 'Sub Bidang Rekonstnrksi;

@ Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
di bawah dan bertanggungiawab kepada Eidang lRehabilitasi
dan Rekonsbnrksi;

PET'IBENTUKAN ORTIANISASI D'N IAA KERIA EADAN'PEAIANC,CUUI,IGAN BENCINA
DAEfuIH (BPBD)

Fasal 32
(l) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tuCas menyusun rencana pro-

gram rehabilitaii dan fasilitasi pemberian bantuan secara adil dan setara
terhadap korban bencana;

(2) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penJrusunan

rencana program rekonstruksi dan memfasilitasi pelaksanaan
rekonstruksi;

Bagian Kesembilan
Unti Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas)

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas) mempunyai tugas
melaksanakan tugas-tugas teknis operasional berdasarkan kewenangan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34
Kelornpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis unsur Pelaksana BPBD sesuai bidang keahlian dan
kebutuhan;

Pasal 35
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33o

terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjangjabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya :

PEMBENTUKAN ORCANISASI DAN TATA KENA BADAN,PilANGGUUNGAN BENCANA
DAERAH (BPBD)
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(l) Kclompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh
Bupati dan dalam melaksanakan tugasnyahertanggung jawab kepada
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten;

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (l) di atas
diatur sesuai Peraturan Perundang-Undaqgan yang berlaku.

BAB TV

TATA KERJA

Pasal 36
Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional
di lingkungian Unsur Pelaksana BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun dengan instansi
lain sesuai dengan fugas'masing-masing;

P$al 37
Kepala Pelaksana BPBD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkatr-
langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku;

Pasal 38
Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab, memimpin dan
mengkoordinasikan bawabannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk tertradap pelaksanaan tugas bawahannya;

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN UTA KENA UDAN PENANC,AI]UNGAN BENCANA
DlEMH APBD)

Pasal 39

Sekretariq Kepala Bidang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti
dan mematuhi petrnjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahanny4 wajib
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk men)rusun laporan lebih lanjut
dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan;

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan lebih lanju! tembusan wajib disampaikan
pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja;

Pasal42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana BPBD dibantu oleh Satuan
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya wajib mengadakan rapat lberkala;

Pasal 43

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabuparen/Kota
bersifat memfasiliasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana
BPBD Kabupaten dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan
pelaksana;

PEMBENTUKAN ORCAMSASI DAN ATA KENA BADAN PENANGCUUNGAN BAVCANA
DAERAH (BPBD)
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Pesal 44

Hubungan,{<erja antara BPBD Kabupaten dengan Badan Nasional
Penanggulangan Bencanalbersifat koordinasi dan teknis kebemcanaan dalam

rangka upaya peningkatan kualias penyelenggaraan penanggulangan

bencana;

BAB V
KEPAI\IGKATATI, PENGANGKATAIY, ESELOMSASI

DAI\[ PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

(1)

(2)

Pasal 45

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan

struktural dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas

usul Sekretaris Daeratr;

Kepala Pelaksana BPBD adalah eselon II.b;
Sekretaris Badan dan Kepala Bidang adalah eselon III.b;
Kepala Sub Bagian danKepala Sub Bidang Badan Penanggulangan

BencanaDaerah adalah Eselon IV.a;

Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Badan Penanggulangan

BencanaDaerah @PBD) diangkat dan diberh€ntikan oleh Bupati aas

(3)
(4)
(s)

(5)

usul Kepala Pelaksarra BPBD melalui Sekretaris Daeratr;

(7) Ketua Kelompok Jabatan Funpional disesuailcan dengan peraturan

jabatan fungsional;
(8) Formasi dan Persyaratan Jabatan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah @PBD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman

yang diteaplon oleh Pemerintah;

PEMBENTI]KAN ORGAMSi'SI DAN TATA KENA MDAN PENAN@UANGAN BNCANA

DAEMH (BPBD)

(1)

Q\

BAB\II
PEMBINAAI\I DAI\I PENGAWASAIT

Pasal 46
Pembinaan dan Pengawasan teknis administrif serta fasilitasi
penyelenggaraan dilakukan oleh Menteri DalamNegeri RI;
Pembinaan dan penyelenggaraan teknis operasional dilaksanakan oleh
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan
berkoordinasi pada Menteri Dalam Negeri;

BABYII
PEMBIAYAAIT

Pasal 47

Segala pembiayaan BPBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
firngsi bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah
dan tidak mengikaq

BAB VItr
KETENTUAN PENUTT'P

Pasal 48
Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah {BPBD)*; /
maka Satuan Koordinasi iPelaksana Penanggulangan Bencana'kabupaten r.i
Konawe Utara dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen" dat{; 1
informasi lainnya serta peralatan yang berkaitan dengan penyelenggmaai
penanggulangan bencana kepada BPBD.

PEMBENTUKAN ORCANIs/iji DAN TATA KENA BADAN.Pfr,IANC'GUUNGAN BEI{ANA
DAEMH FPBD)
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Pasel 49

Poraturan Daerah ini mulai berlaku pada tenggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Feraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
PadaTanggal : 26 Oktober 2010

Pj. BTJPATT KONAWE UTARA

H. TEAMRIN PATORO

Lr$9AeAd ?AePA?r lraBu?4TFf{ FOMt^'Jt }J144 T/''zolo

NoilP tP

Pil*ASNTUKAN Orc}'iSISI OIII TAA KENA BADAN PENAN@UUIT{GAN BENUNA
DAE&IH (BPBD)

BAOAI.I STR.UKTUR ORCANTSASI SEKRETARIAT PEIAKSANA T|ARIAN
BADAIII PENANCGI.TI.ANOAN BEI.|CAI{A DAERAH

KABT,'?ATEN KONAWE UTARA

SUBAGUltN

q|.8u?ATt KOI{AWEUTAXA

PEl.BEYtUfifi AftAu{illist DAil tAfA rGelA B DAN pE,'/,,rlmIt'/IfiAN EENCAITA
0{EsAn(W)

ILrEAflnlNPATOIO
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